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ABSTRAK 

 

Latar belakang penelitian berangkat dari APSI DPW DIY dalam 

memberikan pembelaan kepada pemohon dalam perkara perceraian selalu 

mendasarkan pada hukum Islam dan berpihak pada kesetaraan gender. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pembelaan advokat APSI-DPW DIY dalam 

membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama dalam perspektif 

hukum Islam dan gender. Advokat APSI DPW DIY membela pemohon (suami) 

akan tetapi tetap memperhatikan hal-hak dari seorang istri (termohon). 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:  Apakah advokat APSI DPW DIY dalam 

membela pemohon perceraian mendasarkan pada hukum Islam?, dan Apakah 

Advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon sesuai dengan perspektif 

gender?  

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk 

memberikan penjabaran dan penjelasan dengan menyampaikan fakta atau 

kejadian advokat APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perkara 

perceraian.  Pengumpulan data melalui wawancara langsung ke subyek penelitian 

serta pengamatan yang dilakukan di lapangan dan data-data berupa dokumen yang 

ada di lapangan. Wawancara beberapa responden yaitu terhadap 7  advokat APSI-

DPW DIY terutama pengurus harian dan 5 klien advokat APSI DIY. Analisis data 

dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut 

kualitas dan kebenarannya, kemudian kategorikan berdasarkan tema dan sub-sub 

bahasan dan dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan.  

Hasil penelitian menunjukkan pertama advokat APSI DPW-DIY 

bagaimana membela pemohon mendasarkan pada hukum Islam. Advokat APSI 

DPW DIY tidak hanya membela yang bayar yaitu Pemohon (suami) sebagai 

kliennya yang membayar, akan tetapi juga memperhatikan hak-hak Termohon 

(istri), memberikan nasihat-nasihat agar tidak bercerai karena bercerai adalah hal 

yang dibenci Allah SWT, memberikan solusi terbaik sehingga tidak menimbulkan 

masalah yang baru. Kedua, Advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon 

sesuai dengan perspektif gender. Advokat APSI DPW DIY walaupun membela 

Pemohon (laki-laki) tetap menekankan hak-hak untuk Termohon (istri), hal ini 

terlihat dari hasil penelitian yang selalu mendorong kliennya untuk memberikan 

nafkah kepada istrinya apabila terjadi perceraian seperti nafkah iddah, mut‟ah, 

dan nafkah terhutang yang belum terbayar. 

 

Kata kunci: Pembelaan, Perkara Perceraian, Islam, Gender.  
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MOTTO 

 

“Meskipun belum menjadi orang baik, tetapi selalu berusaha baik 

dan tidak berbuat kejahatan kepada orang lain.” 
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huruf arab Nama huruf latin keterangan 
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tidak dilambangkan 

 ba‟ B be ة

 ta‟ T te ث

 ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es ش

 Syin Sy es dan ye ظ

 ṣad ṣ ص
es (dengan titik 

dibawah) 

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik 

dibawah) 

 ṭa‟ ṭ ط
te (dengan titik 

dibawah) 

 ẓa‟ ẓ ظ
zet (dengan tiitk 

dibawah) 

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G ge غ

 fa‟ F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em و

ٌ Nun N en 

ٔ Wawu W we 
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ِ ha‟ H ha 

 Hamzah „ apostrof ء

 ya‟ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 يتعقديٍ

 عدة

Ditulis 

Ditulis 

muta‟aqqiḍīn 

„iḍḍah 

 

C. Ta‟ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis hibah ْبت

 Ditulis jizyah ةيجس

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ‟Ditulis karāmah al-auliyā ءايلأنٕا ةوكرا

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 Ditulis zakātul fiṭri رطفلا ةازك

 

D. Vokal Pendek 

 لَ   عَ   ف

ك ذ    رَ   َ 

 ة̊  َِ    ذَ   يَ  

Kasrah 

fathah 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i 

a 

u 

 

E. Vokal Panjang 

fathah+ ya‟mati 

 ةيَ   لَ  ِ اجَ  

fathah + ya‟ mati 

 يطعى

kasrah+ya‟mati

 ويَ   رَ   كَ   

dammah+wawu 
mati 

 ٔضَ   رَ   ف  

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

jāhiliyyah 

a 

yas‟ā 

ī 

karīm 

u 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 
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fathah+ya‟mati Ditulis Ai 

ٍ  َ   ةَ    Ditulis Bainakum َ كى ي

fathah+wawu mati 

 ٔلَ   ق  

Ditulis 

Ditulis 

Au 

qaulum 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan      Apostrof 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 

2. B

i

l

a

 

diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 

 ‟Ditulis as-samā انطًبء

 Ditulis asy-syams انشًص

 

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 Ditulis żawī al-furūḍ ضرٔفلذٔي ا

 Ditulis ahl as-sunnah انطُت أْم

 

 

 

 

 

 Ditulis a‟antum أأَتى

 Ditulis u‟iḍat أعدث

 Ditulis la‟in syakartum شكرتى نئٍ

 Ditulis al-qur‟ān انقراٌ

 

 شايقلا
Ditulis al-qiyās 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Pada era modern seperti saat ini banyak peluang bagi sarjana syariah atau 

sarjana hukum Islam untuk memanfaatkan ilmu dan keahliannya di bidang hukum 

sebagai advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara adalah suatu profesi di 

bidang pemberian jasa untuk mengurus suatu permasalahan hukum yang sedang 

dihadapi oleh orang atau badan hukum (klien) lebih jelasnya dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah  orang yang berprofesi 

memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki 

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
1
 

Dalam definisi tersebut telah jelas bahwa seorang advokat adalah orang 

dengan syarat harus profesional
2
 yaitu melalui suatu pendidikan profesi advokat, 

melalui magang selama minimal 2 (dua) tahun pada kantor pengacara yang telah 

berpraktek sedikitnya 5 (lima) tahun, mengikuti ujian profesi advokat dan 

dinyatakan lulus ujian profesi advokat. Kemudian setelah melalui berbagai syarat 

tersebut di atas seseorang dapat diangkat oleh organisasi advokat dan dapat 

dilantik serta diambil sumpahnya pada Pengadilan Tinggi setempat, setelah semua 

proses dan persyaratan itu selesai baru seseorang dapat disebut sebagai Advokat 

                                                 
1
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

 
2
 Minola Sembayang, SH dan Achmad Soheh “Kiat Cerdas Menjadi Pengacara Sukses”  

(Jakarta :  Raih Asa Sukses, 2009) hlm. 7. 
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atau Pengacara dan dapat menjalankan profesinya atau berpraktek sebagai 

Advokat atau Pengacara.
3
 

Pada saat ini banyak sekali organisasi advokat atau organisasi pengacara di 

Indonesia seperti Peradi, AAI, KAI, Peradin dan Ferari, namun penulis pada saat 

ini akan berfokus pada Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Dewan Perwakilan 

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (APSI-DPW DIY).  Alasan meneliti di 

APSI – DPW DIY karena APSI merupakan perkumpulan advokat yang berlatar 

belakang sarjana syariah sehingga dalam menjalankan profesinya  

mengaplikasikan ilmunya di bidang hukum perkawinan pada Pengadilan Agama 

ketika memberikan pembelaan kepada kliennya.  APSI sendiri lahir oleh 

sekelompok sarjana syari‟ah pada 18 Februari 2003 mendirikan Asosiasi 

Pengacara syariah Indonesia (APSI).
4
 APSI membangun kemitraan dengan 

bantuan hukum yang bernaung di bawah Fakultas Syari‟ah dan Hukum pada 

pendidikan tinggi. Selain itu APSI juga membangun relasi dengan wadah 

organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: LKBH PP Muhammadiyah, LKBH 

PBNU, LKBH PP Persis.
5
 

 Keberadaan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Dewan Perwakilan 

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (APSI-DPW DIY) sebagai perhimpunan 

sarjana syariah yang berprofesi sebagai advokat. Secara umum para advokat APSI 

juga berprofesi seperti halnya advokat/pengacara. Studi pendahuluan melalui 

                                                 
3
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4. 

 
4
 Dr. Didi Kusnadi “Bantuan Hukum dalam Islam, Profesi Kepengacaraan dalam Islam 

dan Praktiknya ”, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012) hlm.24. 

 
5
 Ibid. 
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wawancara kepada pengurus APSI DIY menjelaskan bahwa keberadaan mereka 

kemudian diakui untuk memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada 

masyarakat yang berperkara di lingkungan Peradilan Agama.
6
 

Advokat yang tergabung dalam APSI sudah seharusnya menerapkan 

hukum Islam dalam melakukan pembelaan sehingga advokat APSI- DPW DIY  

dalam menangani kasus perceraian pada khususnya membela Pemohon pada 

Pengadilan Agama menarik untuk diteliti. Sepintas, advokat APSI menfasilitasi 

kemudahan adanya perceraian, padahal perceraian adalah hal yang paling dibenci 

oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan.  Perceraian adalah suatu tindakan yang 

tidak diinginkan oleh semua pihak, baik suami maupun istri, apalagi dengan anak-

anak mereka. Perceraian akan berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat 

maupun keluarga, bukan hanya suami atau istri yang terdampak akibat perceraian, 

akan tetapi anak-anak mereka akan ikut merasakan dampak dari perceraian. 

Dalam konteks ini, advokat APSI menarik untuk dikaji apakah dalam 

mendampingi pemohon mendasarkan pada hukum Islam atau tidak. Perceraian 

seringkali meminggirkan hak-hak perempuan, sedangkan dalam hukum Islam 

memuliakan perempuan dengan hak-hak yang melekat pada perempuan, bahkan 

hak sebagai istri yang telah dicerai.  Sejauhmana advokat APSI mendasarkan pada 

hukum Islam dalam membela klien dalam perkara perceraian  menarik untuk 

dikaji dari perspektif hukum Islam. 

Perceraian dapat merusak hubungan yang mengakibatkan permusuhan dari 

keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Kemudian dampak yang tak kalah 

                                                 
6
 Hasil wawancara dengan Agus Supriyanto, S.H.I, S.H.,M.H., ketua APSI DPW DIY, 12 

Mei 2022. 
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pentingnya adalah seringnya seorang istri menjadi korban dalam perceraian dan 

mengesankan adanya subsordinasi atau ketimpangan gender.
7
 Advokat APSI-

DPW DIY adalah advokat yang berlatar belakang sarjana syariah yang seharusnya 

dapat memberikan solusi dalam permasalahan rumah tangga, bukan sebaliknya 

yang dapat berperan dalam memperkeruh situasi suami dan istri jika timbul 

perselisihan rumah tangga. Fokus pada memberikan solusi yang adil ini sejalan 

dengan sumpah advokat yang salah satunya menyatakan bahwa dalam 

melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, 

adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.
8
 

Profesi advokat adalah profesi yang terhormat dan mulia yaitu officium 

nobile yang harus dijaga dan dipertahankan di hadapan publik. Advokat harus 

mendampingi klien dan memberikan pemahaman kepada klien, serta 

mendudukkan permasalahan klien sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.
9
 

Dalam menangani klien, advokat banyak yang terjebak pada keinginan dan 

kemauan klien yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini yang 

menjadi tantangan bagaimana advokat mendudukan posisi klien pada persoalan 

yang ada sesuai dengan peraturan hukum yang ada.
10

 Advokat APSI DPW-DIY 

adalah advokat yang berlatar belakang pendidikan sarjana syariah yang sudah 

                                                 
7
 Dr. Sudirman M.A.,“Pisah Demi Sakinah” (Surabaya : Pustaka Radja, 2018) hlm. 20. 

 
8
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4. 

 
9
 Minola Sembayang, SH dan Achmad Soheh “Kiat Cerdas Menjadi Pengacara Sukses”  

(Jakarta :  Raih Asa Sukses, 2009) hlm. 2. 

 
10

 Ibid.hlm. 14. 
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seharusnya menegakkan hukum dan bekerja pada jalan yang benar sesuai dengan 

syariat dan hukum yang berlaku. 

Penelitian ini penting karena Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Dewan 

Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perkumpulan sarjana 

syariah/ sarjana hukum Islam yang sudah seharusnya mengaplikasikan ilmunya di 

masyarakat salah satunya memberikan pembelaan kepada Pemohon.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah advokat APSI DPW DIY dalam membela pemohon perceraian 

mendasarkan pada hukum Islam? 

2. Apakah advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon sesuai dengan 

perspektif gender ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokat APSI-DPW DIY dalam 

membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama dalam perspektif 

hukum Islam dan gender. 

Kegunaan dari pembahasan dan penyusunan Tesis ini :  

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan  menambah wawasan terutama untuk menemukan 

jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah 

diatas yakni mengenai pemahaman advokat APSI-DPW DIY dalam 
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membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama. Hal ini 

penting karena advokat APSI-DPW DIY adalah advokat yang berlatar 

belakang sarjana syariah/ sarjana hukum Islam sehingga harus diketahui 

bagaimana seorang advokat APSI-DPW DIY memahami pembelaan 

terhadap pemohon perceraian dalam perspektif hukum Islam dan gender. 

2. Manfaat secara praktis 

 Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan 

sumbangan praktis yaitu : 

a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pengacara APSI-DPW DIY 

dan praktisi hukum lainnya mengenai advokat APSI-DPW DIY dan 

pembelaan terhadap pemohon pada kasus perceraian. 

b. Memberikan manfaat bagi pembaca terutama masyarakat mengenai 

Pengacara APSI DPW-DIY dan pemahaman terkait perceraian 

Pengadilan Agama. 

c. Memberikan manfaat pengetahuan dan gambaran bagi para akademisi 

lulusan sarjana syariah yang bercita-cita menjadi advokat.  

 

D. Telaah pustaka 

Sebelum menganalisa penelitian lebih lanjut, untuk menghindari dari 

penelitian yang sama dengan penelitian yang terdahulu. Maka terlebih dahulu 

penulis menelaah karya-karya yang lain terkait dengan topik maupun tema yang 

sama mengenai advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon pada perkara 

perceraian pada Pengadilan Agama. 



 

7 
 

Berdasarkan  hasil penelusuran terhadap beberapa literature atau karya 

ilmiah, belum ada yang meneliti tentang advokat APSI DPW-DIY dalam 

membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama, namun terdapat 

beberapa penelitian yang memiliki korelasi tema dengan topik Tesis ini, maka 

penyusun mengemukakan beberapa karya ilmiah berkaitan dengan peran advokat 

dalam memberikan pembelan kepada klien dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama. 

Peran advokat dalam membela klien sesungguhnya merupakan kewajiban 

moral bagi advokat tanpa adanya diskriminasi ,dan honorarium berdasarkan 

kesepakatan bersama dan tingkat kewajaran serta kondisi klien. Peran utama 

seorang advokat dalam menerima dan mengajukan gugatan untuk dan atas nama 

kliennya dalam perkara perceraian terlebih dahulu mengupayakan perdamaian 

kedua pihak suami-istri yang bersengketa.
 11

 Kewajiban moral ini bukan semata 

dipundak advokat karena negara memiliki tanggungjawab moral dan spiritual 

untuk membantu masyarakat dan memastikan mereka mendapatkan bantuan 

hukum secara penuh.
12

 Dengan kata lain, negara bertanggung jawab dalam 

memberikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Menurut 

Didi Kusnadi, bantuan hukum harus : 1) didasarkan pada al-Adlu fi at-Ta‟awun, 

yaitu keserasian memberikan bantuan hukum tanpa memandang tingkat 

stratifikasi sosial maupun spiritual, atau bahkan perbedaan keyakinan, dan 2) 

                                                 
11

 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif  Islam dan Hukum 

Positif,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 47. 

 
12

 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: Pustaka setia, 2012) hlm. 52. 
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bantuan hukum dalam dataran horizontal, merupakan Haq an-Nas, jadi negara 

melalui ketentuan perundang-undangan mesti mengaturnya.
13

  

Bantuan hukum dalam perkara perceraian suami dan istri harus 

memperhatikan hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian. Dalam 

penelitiannya Martiman sangat menjunjung hak perempuan, salah satunya adalah 

apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, 

maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu kawin 

lagi dengan pria lain. Begitupun dengan harta bersama yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung disebut gono-gini harus dibagi dua antara suami dan istri 

apabila mereka bercerai.
14

 Terdapat sejumlah hak istri maupun suami setelah 

terjadinya perceraian. Hak-hak istri yang harus dipenuhi suami setelah perceraian 

yaitu nafkah iddah, mut‟ah, madiyah, dan harta bersama.
15 

Penelitian ini  

mengkaji bagaiamana pembelaan advokat APSI dilihat dari perspektif hukum 

Islam dan gender.  

Pembelaan dikaitkan dengan gender karena dalam perkara perceraian 

seringkali perempuan mengalami ketidakadilan gender. Banyaknya ketidakadilan 

yang dialami perempuan dalam perceraian mendorong salah satu LBH hanya 

khusus mendampingi klien perempuan sebagaimana diungkapkan oleh Peneliti 

Darania Anisa  yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam 

                                                 
13

 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: Pustaka setia, 2012) hlm. 52. 

 
14

 MR Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan di indonesia, (Jakarta : Indonesia 

Legal Center Publishing, 2011).hlm. 50. 

 
15

 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, 

Ctk.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 63. 
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Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian Di Yogyakarta.” Hasil 

penelitiannya disimpulkan bahwa LBH APIK hanya khusus bagi klien perempuan 

dan tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan lembaga bantuan hukum.
16

 Mariani 

dalam tesis yang berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam 

Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makasar Perspektif Hukum 

Islam”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa, LBH APIK Makasar 

memfokuskan pelayanan kepada perempuan karena di Makasar perempuan sering 

diintimidasi dan tidak mendapatkan nafkah talak, bahkan sulit mendapatkan 

haknya di pengadilan. Tesis ini menggunakan analisis hukum Islam untuk 

mengukur peran LBH, kemaslahatan perempuan menjadi objek penelitian.
17

 

Berdasarkan pemaparan dari beberapa literatur serta karya ilmiah, maka 

dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini memfokuskan pada advokat APSI-

DPW DIY dalam membela pemohon pada perceraian Pengadilan Agama. Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang melihat pembelaan dari sisi gender, pada 

penelitian ini juga mengkaji pembelaan terhadap klien yang bercerai dari sisi 

hukum Islam. Kepustakaan yang menyebutkan adanya hak-hak istri setelah 

terjadinya perceraian menjadi acuan dalam  penelitian ini guna mengkaji 

pembelaan dari perspektif hukum Islam dalam mengatur perkara perceraian 

khsusunya di Pengadilan Agama.   

                                                 
16

 Darania Anisa, Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Pemberian Bantuan 

Hukum Pada Kasus Perceraian Di Yogyakarta (Tesis Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) hlm. 72. 

 
17

 Mariani, Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak 

Perempuan Di Kota Makasar Perspektif  Hukum Islam, (Tesis Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Alauddin, 2017) hlm. 80. 
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E. Kerangka Teoretik 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah role theory (teori peran) 

yang dikemukakan oleh Kahn (1964) dalam Jurnal yang ditulis oleh Lidya 

Agustina menyebutkan pendapat Kahn (1964) bahwa role theory (teori peran) 

merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari 

perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati masyarakat. Peran adalah 

konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran 

tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya.
18

 

Peran adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan patokan-

patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di masyarakat, kedudukan 

tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang perannya memegang peranan 

tersebut dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang di tentukan 

didalam kaidah-kaidah.
19

 Berkaitan dengan penegakan hukum, peran yang ideal 

dan peran yang sebenarnya adalah memang peran yang dikehendaki dan 

diharapkan oleh hukum, ditetapkan oleh hukum dan ditetapkan oleh undang-

undang. 

Menanggapi teori tersebut, Soerjono Soekanto mengambil konsep umum 

teori peran , yaitu :
20

 

1.  Peran normatif, peran seperti ini disebut enforcement yaitu penegakan  

                                                 
18

 Lidya Agustina, Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran 

terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang 

Bermitra dengan Kantor Akuntan Publik Bog Tour di Wilayah DKI Jakarta) Bandung : JURNAL 

AKUNTANSI, Vol.1, Mei 2009, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Univ. Kristen Maranatha, 

2009.hlm.42. 

 
19

 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012, hlm. 139. 

 
20

 Ibid,hlm.140. 
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     hukum yang bersumber pada substansi (substansi of the criminal law); 

2. Peran ideal, yaitu peran yang diterjemahkan dan dilakukan oleh  

    pemegang Kekuasaan; 

3. Interaksi kedua peran di atas, akan membentuk peran faktual yang  

    dimiliki oleh APSI-DPW DIY. 

Peran yang ideal menurut Kahn adalah yang bertipe role performance, 

yaitu peran menjadi seperangkat aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh 

seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kedudukannya pada 

tingkat sosial masyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini, peran yang dimaksud 

adalah peran pengacara  APSI DPW-DIY dalam menjalankan tugas, fungsi, dan 

kewajibannya dalam menjalankan pembelaan terhadap pemohon pada perkara 

perceraian Pengadilan Agama. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research). Data penelitian ini diperoleh dari wawancara guna menjawab 

permasalahan penelitian serta difokuskan pada suatu aturan hukum yang 

dihubungkan dengan kenyataan di lapangan tentang advokat APSI-DPW DIY 

dalam membela pemohon pada perceraian Pengadilan Agama. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk 

memberikan penjabaran dan penjelasan dengan menyampaikan fakta atau 
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kejadian advokat APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perkara 

perceraian Pengadilan Agama sehingga diketahui pemahaman advokat APSI-

DPW DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan 

Agama dalam perspektif hukum Islam dan gender. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini agar dapat tersusun dengan baik dalam 

menganalisis serta dapat memberikan bentuk skema, maka dalam mengelola 

penelitian ini diperlukan sumber data. Adapun sumber data ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data primer 

 Data primer yaitu “data yang diperoleh dari penelitian lapangan 

yang dalam   hal ini di lakukan dengan melalui wawancara langsung ke 

subyek penelitian serta pengamatan yang dilakukan di lapangan dan data-

data berupa dokumen yang ada di lapangan”.
21

 Terkait dengan wawancara 

beberapa responden yaitu terhadap advokat APSI-DPW DIY terutama 

pengurus harian yaitu:  

1) Agus Supriyanto, S.H.I, S.H.,M.H., ketua APSI DPW DIY 

2) Thalis Noor Cahyadi, S.H.I, S.H.,M.H., APSI DPW DIY 

3) Kharis Mudakir, S.H.I, M.H.I  sekretaris 2 

4) Ahmad Turmudi, S.Ag.  anggota APSI DPW DIY 

5) Arif Faozi, S.Ag. selaku anggota 

                                                 
21

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-

press,1986),hlm.11-12. 
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6) Dyah, S.H.I 

7) Topan Raj Pradana, S.H., 

Wawancara kepada klien sebanyak 10 orang yaitu namun untuk 

menjaga privasi klien, nama-namanya ditulis inisial yaitu: SPY, SGN, 

SGO, SKJ, FJN, SRO, SPR, AGS, GNO, ISM. Kesepuluh klien ini terdiri 

dari pemohon cerai di Pengadilan Agama Bantul, pemohon cerai 

Pengadilan Agama Wonosari, pemohon cerai Pengadilan Agama Sleman, 

pemohon cerai Pengadilan Agama Yogyakarta dan pemohon cerai di 

Pengadilan Agama Wates yang menggunakan jasa APSI-DIY. 

b. Data Sekunder  

 Data sekunder yaitu “data yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan, pustaka ilmiah dokumen pribadi dan media massa 

yaitu berupa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikaji”.
22

 Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini adalah pandangan para ahli hukum, kajian terkait perundang-

undangan tentang Advokat dan dokumen APSI-DPW DIY. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis, pendekatan 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran advokat APSI-DPW DIY 

terhadap masyarakat dalam hal ini pemohon pada perkara perceraian 

Pengadilan Agama dengan landasan hukum Undang-Undang Perkawinan No. 

                                                 
22

 Ibid. 
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1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang  No.18 Tahun 2003 

dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai landasan dalam membela klien 

sebagai pemohon pada perceraian Pengadilan Agama.  

5. Analisis Data 

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan 

analisa secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara 

“mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian 

menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori 

dari studi kepustakaan”.
23

 Tujuan dari analisa ini adalah agar diperoleh 

jawaban atas permasalahan pemahaman APSI DPW-DIY dalam membela 

pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama dalam perspektif hukum 

Islam dan gender. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bahasan-bahasan dalam penyusunan Tesis dengan judul “Advokat APSI-

DPW DIY dalam Membela Pemohon Pada Perkara Perceraian Pengadilan Agama 

(Perspektif Hukum Islam dan Gender)” dituangkan dalam lima bab yang masing-

masing bab memiliki keterkaitan secara logis dan sistematis. Lima bab tersebut 

akan diterangkan secara rinci pada paragraf berikutnya. 

Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. 

Latar belakang masalah yang digunakan untuk menjelaskan signifikansi 

                                                 
23

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 

2004),hlm.50.  
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penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari 

penelitian ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang 

pernah diteliti. Kerangka teori untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode 

penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan 

sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam 

membaca dan memahami penelitian. 

Bab kedua membahas mengenai perceraian dalam Islam, yang meliputi 

pengertian, pihak-pihak dalam perkara perceraian, penyelesaian sengketa hukum 

keluarga dalam hal perceraian, talak dalam perspektif gender. 

Bab ketiga peneliti akan menjabarkan tentang Pengacara APSI-DPW DIY 

dalam membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama. Adapun 

cakupan dalam bab ini meliputi pemahaman pengacara APSI-DPW DIY dalam 

membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama, masalah dalam 

membela pemohon, solusi menghadapi masalah perceraian yang dilakukan oleh 

pengacara APSI-DPW DIY.  

Bab keempat merupakan analisis mengenai “ Advokat APSI-DPW DIY 

dalam Membela Pemohon Pada Kasus Perceraian Pengadilan Agama (Perspektif 

Hukum Islam dan Gender) ”. Analisis ini mencakup kajian terhadap advokat 

APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada kasus perceraian pada 

Pengadilan Agama dianalisis dengan teori peran (role theory) yang dikemukakan 

oleh Kahn (1964) dikaitkan dengan studi pustaka tentang talak perspektif hukum 

Islam dan gender. 



 

16 
 

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

seluruh pembahasan tesis ini, sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah 

diuraikan di atas. Di samping itu penyusun juga mengemukakan saran penelitian 

agar dapat menjadi perbaikan dalam pemberian layanan jasa bagi Advokat APSI-

DPW DIY. 



 

101 
 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diambil beberapa 

kesimpulan berikut: 

1. Advokat APSI DPW-DIY dalam membela Pemohon pada perkara 

perceraian Pengadilan Agama mendasarkan pada hukum Islam. 

Alasannya, di dalam ajaran Islam, hak-hak dan kewajiban masing-masing 

baik suami maupun istri sudah jelas di atur, demikian juga hak-hak dan 

kewajiban masing-masing dalam perceraian ataupun setelah perceraian 

terjadi. Hukum Islam mengajarkan bagaimana antara mantan suami dan 

mantan istri tetap memiliki hubungan yang baik sekalipun sudah tidak lagi 

terikat sebagai suami dan istri. Mantan suami tetap memiliki kewajiban 

memberi nafkah kepada mantan istri berupa nafkah mut‟ah, nafkah iddah, 

dan nafkah terhutang. Selain itu, Islam juga melarang terputusnya 

silaturahmi dengan sesama muslim, termasuk antara mantan suami dan 

mantan istri. Karena itu, Advokat APSI dalam menjalankan peran 

pembelaan mendasarkan  pada ajaran Islam. 

Advokat APSI DPW DIY tidak hanya membela yang bayar 

yaitu Pemohon (suami) sebagai kliennya yang membayar, akan tetapi juga 

memperhatikan hak-hak Termohon (istri), memberikan nasihat-nasihat 

agar tidak bercerai karena bercerai adalah hal yang dibenci Allah SWT, 
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memberikan solusi terbaik sehingga tidak menimbulkan masalah yang 

baru.   

2. Advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon sesuai dengan 

perspektif gender. Advokat APSI DPW DIY walaupun membela Pemohon 

(laki-laki) tetap menekankan hak-hak untuk Termohon (istri), hal ini 

terlihat dari hasil penelitian yang selalu mendorong kliennya untuk 

memberikan nafkah kepada istrinya apabila terjadi perceraian seperti 

nafkah iddah, mut‟ah, dan nafkah terhutang yang belum terbayar. 

Advokat APSI dalam proses membela klien berperan 

mengungkapkan adanya ketidakadilan gender. Advokat APSI 

mengarahkan klien agar adil terhadap mantan istri  karena istri yang  telah 

banyak mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak-anaknya setiap waktu, 

bahkan dengan jam kerja tanpa libur, maka istri berhak mendapatkan 

nafkah mut‟ah sebagai bentuk  penghiburan bagi istri. Advokat APSI 

membela klien agar tujuan klien tercapai sekaligus juga memastikan hak-

hak istri dapat dipenuhi dengan adil, termasuk memenuhi Nafkah 

Terhutang (Madiyah) jika ada nafkah belum dibayarkan, serta nafkah anak 

yang diberikan setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan. 

Advokat APSI mengiliminir dampak pola relasi gender dalam 

rumah tangga yang umumnya timpang dimana si isteri sebagai pihak 

subordinat. Advokat APSI memposisikan diri sebagai  advokat yang tidak 

ingin terbawa arus budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan 

sebagai subordinat dalam hubungannya dengan laki-laki. 
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B. Saran-saran 

1. Bagi pihak pengadilan agama, sebaiknya melihat posisi istri bukan hanya 

sebagai ibu rumah tangga karena faktanya, banyak istri yang bekerja di 

luar rumah dan mandiri secara ekonomi.  Fakta bahwa istri memainkan 

peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pencari 

nafkah haruslah dipertimbangkan  dalam menangani masalah perceraian. 

2. Bagi advokat APSI DPW-DIY sebaiknya terus meningkatkan pemahaman 

tentang gender karena permasalahan perceraian yang berakar dari masalah 

konflik rumah tangga tidak lepas dari adanya ketidakadilan gender. 
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